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Abstrak

Pemerintah daerah memerlukan pengelolaan keuangan yang baik, agar kinerja dan efisiensinya bisa terjaga,
khususnya pada sisi belanja pembangunan. Oleh karena itu diperlukan adanya e-Controlling, yaitu sistem
informasi yang mampu berfungsi sebagai tools untuk perencanaan belanja, pengendalian dan monitoring
pelaksanaan belanja anggaran tersebut. Pada sistem informasi e-Controlling ini, setiap satuan kerja pemerintah
daerah merencanakan belanja anggarannya dalam bentuk paket-paket pengadaan. Pada tiap paket tersebut
ditentukan metode pengadaannya, tanggal rencana pengadaan, tanggal rencana kontrak, tanggal selesai
pengadaan, besarnya anggaran yang dipakai, dan rencana termyn-termyn pembayarannya. Dari rencana tersebut
maka pada setiap periode monitoring, dilakukan update kemajuan pelaksanaan belanja pembangunan, misalnya
di tiap akhir bulan. Pada monitoring ini, dilakukan wawancara dan peninjauan lapangan jika diperlukan, lalu
hasil informasi kemajuan pekerjaan diinputkan ke dalam sistem. Progress fisik, progress keuangan dan masalah-
masalah yang muncul pada pelaksanaan bisa langsung diinputkan ke dalam sistem, untuk kemudian bisa dipakai
bahan pengendalian dan evaluasi kinerja satuan kerja terkait belanja pembangunan. Melalui perencanaan termyn-
termyn pembayaran, maka dapat digambarkan kurva-S kegiatan satuan kerja selama setahun, dan dapat
dibandingkan antara rencana dan realisasinya. Dari data ini bisa diukur sejauh mana kemampuan dan kinerja
satuan kerja pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan paket-paket pekerjaan yang menjadi
tanggung jawabnya. Dari sisi finansial, maka satuan kerja pendapatan dan keuangan daerah dapat lebih mudah
mempersiapkan dana-dana yang diperlukan per bulannya karena data tersebut sudah bisa direncanakan dan dapat
dilihat secara lebih mudah lewat sistem e-Controlling ini.

Kata kunci : e-controlling, e-government, manajemen keuangan daerah

� Pendahuluan

e-Government adalah salah satu pengembangan
dan pendayagunaan secara intensif teknologi
informasi dan komunikasi untuk memberikan
layanan bagi akses yang lebih baik bagi masyarakat
terkait dengan penyelenggaraan administrasi publik,
dan juga memberikan mutu layanan yang bagus [4].
E-government tidak hanya memberikan layanan ke
masyarakat secara individual, tetapi juga ke dunia
usaha dan ke sesama lembaga pemerintahan lainnya
[5]. Salah satu terapan e-Government di dalam
layanan ke sesama instansi pemerintah adalah
sistem-sistem pada pengelolaan keuangan, anggaran
dan belanja daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya, setiap satuan kerja pemerintah daerah
(SKPD) setiap tahunnya harus merencanakan

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tiap
tahun anggaran [1]. Kegiatan-kegiatan tersebut
dilaksanakan dalam bentuk paket-paket pengadaan
dengan berbagai metode antara lain swakelola,
pengadaan langsung, pembelian langsung,
pelelangan umum, pelelangan terbatas, seleksi
umum, seleksi terbatas, sayembara, dan sebagainya
seperti terlihat pada Gambar 1.

Rencana semacam itu adalah wajib dibuat oleh
semua pemerintah daerah dalam bentuk RUP
(Rencana Umum Pengadaan) yang harus
diumumkan ke publik melalui web portal resmi
pemerintah [3]. Pada rencana tersebut diperlukan
informasi mengenai waktu pengadaan, waktu mulai
dan selesai pekerjaan, besarnya anggaran yang
disediakan, dan kapan saja termyn-termyn
pembayarannya. Rencana ini nanti akan dipakai
sebagai dasar penilaian kinerja belanja
pembangunan tiap SKPD.
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Gambar 1. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Sesuai Perpres No.54 Tahun 2010

Melalui kegiatan monitoring berkala atau bisa
juga secara insidentil, yang biasa dilakukan oleh
sistem pengawasan internal, dibutuhkan data dan
informasi sejauh mana penyimpangan antara
perencanaan SKPD dengan realisasinya pada saat
itu. Diperlukan jawaban apakah pengadaan sudah
berjalan, berapa prosentase kemajuan fisik dan
keuangannya, berapa realisasi kontraknya, sehingga
bisa juga dihitung sisa anggaran yang mungkin bisa
dipakai untuk aktivitas lain.

Mengingat bahwa proses-proses tersebut
melibatkan banyak SKPD, maka dibutuhkan adanya
sistem yang mampu mengkolaborasikan pekerjaan
perencanaan, monitoring dan pengendalian ini dalam
sebuah sistem yang mudah diakses, cepat dan tidak
memerlukan teknologi yang rumit.

� Analisis dan Perancangan Sistem

� Identifikasi Permasalahan

Proses perencanaan paket-paket pekerjaan di
tiap SKPD melibatkan unsur-unsur antara lain :
Pimpinan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Pimpinan SKPD, Pejabat pelaksana
kegiatan, Bagian Pembangunan Daerah, Dinas
Pendapatan dan Keuangan Daerah, serta DPRD
sebagai pihak yang menyetujui APBD [2]. Di dalam
sistem e-Controlling, pihak-pihak tersebut dibuatkan
jenis penggunanya sebagai berikut :
25.Eksekutif : yaitu pihak perumus kebijakan, atau
pihak-pihak lain yang diberi hak akses untuk
meninjau hasil-hasil perencanaan, monitoring
dan pengendalian.

26.Pengendali : berwenang untuk melaksanakan
tugas-tugas pengendalian dan mengupdate data
dan informasi progress fisik, keuangan,
permasalahan dan informasi terkait. Detail
perannya dapat dilihat pada Gambar 3.

27.Pelaksana : berwenang melakukan update data-
data perencanaan sesuai dengan kegiatan yang
menjadi tanggung jawabnya. Detail perannya
bisa dilihat pada Gambar 4.

28.Administrator: berwenang melakukan
manajemen akun pengguna dan master data

Permasalahan yang hendak diselesaikan oleh
sistem e-Controlling ini adalah mempermudah
kolaborasi, koordinasi, distribusi data dan informasi,
antara pihak-pihak yang terkait pada perencanaan,
monitoring dan pengendalian belanja pembangunan
di Pemerintah Kota “X”.

� Identifikasi Kebutuhan Sistem
Dengan melihat lokasi geografis kantor-kantor

SKPD yang tersebar di berbagai penjuru kota, maka
solusi yang paling optimal untuk e-Controlling ini
adalah sistem berbasis aplikasi web yang berjalan di
jaringan Internet, dengan pertimbangan antara lain
biaya pemasangan dan biaya operasional yang
terjangkau, tidak memerlukan software dan instalasi
khusus di sisi client, kerepotan instalasi dan
konfigurasi hanya dilokalisir pada posisi server.

Gambar 3. Use case Administrator Super dan
Pengendali



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013

Gambar 4. Use case Pelaksana

� Perancangan Sistem

� Perancangan Basis Data
Desain basis data untuk aplikasi e-Controlling

memerlukan entitas-entitas utama antara lain skpd,
kegiatan, pekerjaan, user, detail pekerjaan, rencana
pekerjaan, realisasi pekerjaan, kontrak dan
perusahaan. ER Diagram aplikasi e-Controlling
dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. ER Diagram E-Controlling

� Perancangan Sistem Keamanan Data
Sistem keamanan data untuk sesi login pada e-

Controlling menggunakan algoritma SHA1 untuk
menyimpan hash dari password yang dimiliki tiap
user. Untuk sesi loginnya, digunakan sistem cookies
untuk menyimpan session ID dan secure socket layer
untuk mengurangi kemungkinan adanya penyadapan
terhadap data dan informasi yang dikirimkan via
jaringan komputer.

Aliran data masuk lewat form-form yang ada
juga disanitasi untuk mengurangi kemungkinan
adanya resiko lewat serangan SQL injection. Tingkat

pengamanan lain didapatkan melalui penguncian
terhadap IP Address untuk akses ke halaman-
halaman yang penting.

� Perancangan Pemrograman Aplikasi
Teknik pemrograman yang dipakai adalah

teknik pemrograman berbasis objek, menggunakan
framework yang cukup populer yaitu Symfony
Project (http://www.symfony-project.org),
yang dipilih atas pertimbangan-pertimbangan antara
lain: framework ini dibuat atas berbagai best
practices di bidang aplikasi web khususnya pada sub
sistem keamanan, modeling database, templating,
filtering, dan kemudahan pengerjaan secara team
work, karena framework ini menggunakan
paradigma MVC (model-view-controller) secara
terpisah.

Bahasa pemrograman yang dipakai adalah PHP
(PHP Hypertext Preprocessor) versi 5, dengan server
Apache 2.2 untuk web, dan MySQL versi 5 untuk
server basis datanya. Kombinasi ini menghasilkan
sistem yang dapat berjalan di berbagai sistem
operasi. Pada saat development, sistem operasi yang
digunakan adalah Microsoft Windows, dan saat
production/operasional digunakan sistem operasi
Linux atau UNIX.

� Implementasi Sistem

Sistem telah diimplementasikan dan telah
berjalan selama hampir 2 tahun, dengan urut-urutan
alur sebagai berikut :

� Pelaksana melakukan login ke
dalam sistem menggunakan username dan
password yang sudah ditentukan

� Pelaksana mengambil alih
kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya pada
lembar kerja SKPD, yang tampil seperti pada
Gambar 6.

Gambar 6. Lembaran Kerja
� Pelaksana membuat paket-paket

pekerjaan untuk tiap-tiap kegiatan dengan
metode-metode pemilihan penyedia barang/jasa
yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Untuk tiap-tiap paket pengadaan, diperlukan
informasi perencanaan yang akan dipakai
sebagai patokan monitoring dan pengendalian
berikutnya, sebagaimana terlihat pada Gambar
7.
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Gambar 7. Isian Paket Pekerjaan
� Pelaksana mengisikan rencana

termyn-termyn pembayaran pekerjaannya,
dengan tampilan seperti pada Gambar 8.

Gambar 8. Isian Rencana Penyerapan Keuangan

� Untuk tiap kegiatan, tugas
pelaksana telah selesai apabila keseluruhan

anggaran telah dialokasikan menjadi paket-
paket pekerjaan, seperti terlihat pada Gambar 9.

� Setelah perencanaan selesai
dilakukan, maka bisa didapatkan kurva rencana
pencairan keuangan, seperti terlihat pada
Gambar 10.

Gambar 10. Kurva Rencana Pencairan Keuangan

� Selanjutnya setiap ada realisasi
pekerjaan, setelah didapatkan penyedia yang
menjadi pemenang lelang dan kontrak,
diinputkan datanya ke sistem sebagaimana
terlihat pada Gambar 11 dan dapat menjadi
output kurva S realisasi seperti terlihat pada
Gambar 12.

� Pada saat kegiatan monitoring
periodik atau insidentil, maka pengendali akan

� mewawancarai atau melakukan
pemeriksaan ke lapangan dan membandingkan
antara rencana paket pekerjaan dengan
realisasinya. Hasilnya dituangkan pada
monitoring bulanan seperti pada Gambar 13.
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Gambar 11. Inputan realisasi pekerjaan

Gambar 12. Kurva S Rencana-Realisasi

Gambar 13. Monitoring Realisasi Pekerjaan
� Sedangkan untuk kepentingan

evaluasi, diperlukan adanya laporan-laporan
seperti terlihat pada Gambar 14.

Gambar 14. Contoh Laporan

� Kesimpulan
Sistem e-Controlling setelah dilaksanakan

selama dua tahun terakhir. Dari hasil di lapangan
terlihat bahwa sistem ini telah mampu
mempermudah proses pemerintah kota dalam
mengelola perencanaan, monitoring, pengendalian
dan evaluasi anggaran belanja pembangunan.
Dengan sistem berbasis web, maka pengelolaan
keuangan ini dapat juga mempermudah kolaborasi
dan distribusi informasi antara pihak-pihak yang
terkait di dalam sistem.
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